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ABSTRAK

research produced strategy the Pancasila values reinforcement
through the innovation of Civic Knowledge-, Civic Disposition-, and
Civic Skill- Oriented Civic Education Learning. Such the strategy built

on the renewal of existing content in Civic education course. The reinforcement strategy
obtained by studying the conceptual theoretical framework in ontological hierarchy of
Civic Education at College through studied object in which the ideal, instrumental and
practical aspects were examined. In this research, the ideal aspect was the study on Civic
Education regulation policy at College; instrumental aspect was the content of Civic
Education at college, while practical aspect was the potential challenge or threat of the
Pancasila values implementation in life, Pancasila values reinforcement in Civic
Education, and Civic Education problems emerging at college. This research was
conducted in both public and private college in Solo City with lecturers and students as
the subject of research. This study was a descriptive philosophical qualitative research.
The data collection was conducted by interviewing the practitioners and lecturers
relevant to the research, observing the lecturers and students in Civic Education
learning process, studying the document relevant to Civic Education policy, and holding
Focus Group Discussion with experts, lecturers and students. The data validation was
done by improving the persistence of conducting research, triangulation, observation
extension, discussion and theoretical study. The data obtained was then processed
through reduction, analysis process and presented qualitatively. The conclusions of
research were 1) the presence of potential challenge and threat against the
implementation of Pancasila values in life deriving externally that was primordial in
nature (ethnic, race, religion), externally by the presence of globalization development,
the presence of external factor of western ideology affected both directly and indirectly
the nation life. 2) The Pancasila values reinforcement strategies in Civic Education at
college included renewing the content of Civic education by strengthening the Civic
Education  core in each substance of study; thereby in its development, each substance
of study was inspired by the Pancasila values philosophically. 3) The form of innovation
or renewal for reinforcing the Pancasila values in Civic Education was the further
extension of the Pancasila values reinforcement strategy in Civic Education course in the
form of standard product, the substance of which was inspired by the Pancasila values
as the core of Civic Education.
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PENDAHULUANPengembangan nilai-nilaiPancasila sekarang ini kian hari kianterkikis, hal ini dibuktikan dalam bentukpengetahuan, sikap, maupun perilakuyang terjadi dalam kehidupan sehari-hariyang dilakukan oleh bangsa ini.Tindakan-tindakan yang seharusnyatidak dilakukan justru dimunculkansehingga memicu terjadinya berbagaiperselisihan, permusuhan maupunperpecahan. Pancasila sebagai dasarnegara dan ideologi nasional memilikimakna yang sangat jelas bagi bangsaIndonesia. Pancasila sebagai dasarNegara setidaknya perlu dipahamibahwa nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila merupakan dasar ataupunpondasi bagi bangsa ini dalam segalapenyelenggaraan ketatanegaraan.Pancasila sebagai dasar pembentukannorma hukum dan norma etik bagibangsa Indonesia ini. Pancasila sebagaiideologi nasional mengandung maknabahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagaicita-cita bangsa Indonesia dan alatpemersatu bagi bangsa ini. Selainkedudukan pokok Pancasila sebagaidasar negara, Pancasila juga memilikikedudukan lain, sebagai berikut;1. Pancasila sebagai Jiwa BangsaIndonesia.2. Pancasila sebagai KepribadianBangsa Indonesia.3. Pancasila sebagai Pandangan HidupBangsa Indonesia.4. Pancasila sebagai Sumber Dari SegalaSumber Hukum atau Sumber TertibHukum Negara Republik Indonesia.5. Pancasila sebagai Perjanjian LuhurBangsa Indonesia pada waktumendirikan negara.

6. Pancasila sebagai cita-cita atau tujuanbangsa Indonesia.7. Pancasila sebagai Falsafah Hidupyang pempersatukan BangsaIndonesia (Darji Darmodiharjo,1981:11,17-19).Kondisi demikian menunjukkanbahwa arti nilai-nilai Pancasila dalamkehidupan ini sangatlah urgen sebagainilai yang perlu diamalkan dandiimplementasikan dalam kehidupanbaik bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Apabila kita perhatikan, makamanusia Indonesia ini perlu salingmemahami apa isi yang terkandungdalam Pancasila itu. Dunia pendidikanmerupakan salah satu bidang yang tepatuntuk mengembangkan nilai-nilaiPancasila dalam rangka melakukanpenguatan terhadap nilai-nilai tersebutbagi masyarakat Indonesia. Perguruantinggi berperan penting untuk mencetakinsan akademika yang mampu hidupdalam berbagai suasana yang kompleksdengan tidak melepaskan nilai-nilaiPancasila.Untuk itu diperlukan sebuahupaya yang mendasar bagi penguatannilai-nilai Pancasila  pada diri bangsamelalui pembaharuan pembelajaranPendidikan Kewarganegaraa diPerguruan Tinggi yang berorientasipengetahuan kewarganegaraan, karakterkewarganegaraan, dan keterampilankewarganegaraan. Hal tersebut sejalandengan  rencana penelitian danpengembangan UNS untuk periode 2011-2015. Rencana Induk Penelitian Institusi(RIP) Universitas Sebelas Maretdibangun berdasarkan visi UNS yangmerupakan kristalisasi cita-cita dankomitmen bersama tentang kondisi idealpenelitian dan pengembangan masa
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depan yang ingin dicapai denganmempertimbangkan potensi yangdimiliki, permasalahan yang dihadapidan berbagai kecenderungan (perubahanlingkungan) yang sedang dan akanberlangsung.Penelitian ini sangat pentingdilakukan untuk memahami berbagaitantangan maupun ancaman terhadappengembangan nilai-nilai Pancasilasehingga dapat dijadikan sebagai dasarpentingnya menemukan strategipenguatan nilai-nilai Pancasila yangdikembangkan di Perguruan Tinggi sertainovasi pembelajaran dalam rangkapenguatan nilai-nilai Pancasila dalamPendidikan Kewarganegaraan yangberorientasi tiga domain yaitu civic
knowledge, civic disposition, dan civic
skill.
METODE PENELITIANPenelitian ini merupakan penelitiankualitatif filosofik yang kemudiandilanjutkan pendekatan pengembangan.Penelitian ini mengacu pada obyek telaahpada Pendidikan Kewarganegaraansecara ontologis melalui kajian aspekidiil sebagai landasan dan kerangkafilosofik, aspek instrumental sebagaisarana programatik kependidikan, danaspek praksis perwujudan nyata darisarana programatik kependidikan.Sedangkan pendekatanpengembangannya mengacu pada Borg &Gall (1983: 772).  Model penelitianpengembangan ialah suatu proses yangdigunakan untuk mengembangkan danmemvalidasi produk-produk pendidikan,seperti materi pembelajaran, buku teks,metode pembelajaran, dan lain-lain yangdilakukan dalam suatu siklus penelitiandan pengembangan.

KERANGKA TEORITIS
PancasilaPancasila merupakan dasarnegara Indonesia yang mengandung artibahwa nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila tersebut merupakan dasarataupun pondasi dalam penyelenggaraanketatanegaraan Republik Indonesia.Pancasila sebagai groundnorm atau
staatfundamentalnorm bagi bangsaIndonesia. Pancasila tidak hanya sebagaidasar negara tetapi juga sebagai ideologinasional bangsa Indonesia, sebagaiideologi nasional maka Pancasila sebagaialat pemersatu bangsa dalam rangkamencapai cita-cita nasional bangsaIndonesia.Pancasila ditemukan dalamperbendaharaan bahasa kuno diIndonesia yakni bahasa Sansekerta, yangbermakna berbatu sendi lima ataukesusilaan yang lama. Istilah tersebutmenjadi bagain dari ajaran agama Budha.Secara terminologi, istilah Pancasiladigunakan sebagai nama bagi suatu
weltanschauung atau philosofische
grondslag bagi negara Indonesia. Dalamperkembangan selanjutnya nama inimemiliki status atau fungsi dan muatanyang terkandung di dalamnya. (Winarno,2011: 13)Pancasila sebagai ideologimerupakan kenyataan yang tidak bisaditolak, dan ini bisa menampakkan diridalam pengertian formal atau informal.Menolak Pancasila sebagai ideologi tidakmasuk akal, bukan hanya karenapenolakan semacam ini bersifatideologis, tetapi juga karena hal ini akanpotensial mempersempit ’keleluasaanberpikir’ yang harus dijaga berdasarkanprinsip kebebasan, yang menyarankanbahwa kemauan setiap orang atau
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kelompok untuk mengartikulasikan danmerumuskan pemahaman tertentutentang kehidupan harus tetapdikembangkan. Kebebasan berpikirmerupakan hak termasuk elit penguasayang memang berkepentingan denganideologi formal, maupun warga negarabiasa dan masyarakat sipil yangberkepentingan dengan bagaimanakedua pengertian ideologi tersebutdalam praktek mempengaruhi kehidupanmereka. Sekali lagi, ideologi penting danmerupakan kenyataan yang tidak bisaditolak karena dalam setiap masyarakatselalu diharapkan tersedia keberadaansebuah struktur bersama yang terbentukdari idea-idea dan karena itu, salah satufungsi penting dari lembaga sosial adalahmempertahankan dan menyebarkanideologi bersama (common ideology)diantara mereka yang membentuksebuah masyarakat. (Agus Wahyudi,2008) Pancasila lahir dan dirumuskandalam persidangan Badan PenyelidikUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) pada saat membahas dasarnegara, khususnya dalam pidatoSoekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarnomenyebut dasar negara sebagai
Philosofische grondslag sebagaifondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikanbangunan negara Indonesia. Soekarnojuga menyebutnya dengan istilahWeltanschauung atau pandangan hidup.Pancasila adalah lima dasar atau limaasas.(Safroedin Bahar, 2007)Notonagoro (1980: 13)menyatakan Pancasila adalah nama daridasar falsafah atau asas kerohaniannegara, namun di dalam nama itu tidaktersimpul isi daripada dasar filsafat

negara. Dengan demikian kedudukanPancasila atau menurut istilahNotonagoro “rumus” daripada Pancasilaperlu diberi penjelasan tentang muatanyang terkandung didalamnya ataudengan istilah perlu diberikan “isi” darirumusan tersebut. Isi dari sila-silaPancasila sebagai dasar falsafah negaraadalah pengertian yang umum, abstrak,dan universil, yang dapat dirumuskansebagai berikut (Notonagoro, 1982: 42-44) :1. Bagi sila pertama ke_TuhananYang Maha Esa adalah kesesuaiansifat-sifat dan keadaan-keadaandaripada dan di dalam negara kitadengan hakekat daripada Tuhan.2. Bagi sila kedua Kemanusiaan yangadil dan beradab adalahkesesuaian sifat-sifat dankeadaan-keadaan daripada dan didalam negara kita dengan hakekatdaripada manusia.3. Bagi sila ketiga PersatuanIndonesia adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaandaripada dan di dalam negara kitadengan hakekat daripada satu.4. Bagi sila keempat Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilanadalah kesesuaian sifat-sifat dankeadaan-keadaan daripada dan didalam negara kita dengan hakekatdaripada rakyat.5. Bagi sila kelima Keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesiaadalah kesesuaian sifat-sifat dankeadaan-keadaan daripada dan didalam negara kita dengan hakekatdaripada adil.
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Sila Ketuhanan yang Maha Esa,sesungguhnya adalah pengakuan,recognition, dari Negara bahwa rakyatIndonesia adalah rakyat yang ber-Tuhan,yang secara konstitusional diakui dalamPasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.Dalam terminologi instrumen hak asasimanusia dewasa ini, substansi silapertama ini disifatkan sebagai nonderogable rights (hak asasi yang tidakdapat dikurangi kapanpun, olehsiapapun, dan dalam keadaan apapun).Negara bukan saja tidak dapat dan tidakboleh mencampuri hak atas kebebasanberagama, tetapi juga    harus melindungiseluruh rakyatnya, apapun agama dankepercayaan yang dianutnya, tanpamelakukan diskriminasi apapunjuga.(Sunardi, 2005)
Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab dapat dipahami sebagaipengakuan, perlindungan, penegakkan,dan pemenuhan hak asasi manusia, yangmenurut Piagam Perserikatan BangsaBangsa diartikan sebagai commonstandards of achievements for all peoplesand all nations, sebagai tolok ukurkinerja bersama yang harus diwujudkanoleh seluruh manusia dan seluruhbangsa-bangsa. Sebagai konsekuensinya,seluruh rakyat serta seluruhpenyelenggara negara bukan saja harusmemahami secara utuh seluruhinstrumen hukum internasional sertainstrumen hukum nasional hak asasimanusia, tetapi juga secara pro aktifmenindaklanjutinya dalam bidangnyamasing-masing. Sekedar sebagai catatandapat disampaikan, bahwa instrumenhukum internasional serta instrumenhukum nasional hak asasi manusia yangsudah dimiliki oleh Republik Indonesiasudah relatif cukup banyak, sehingga

pada dasarnya tidak akan banyakditemui kesulitan dalam penegakannya,terlebih-lebih oleh karena sejak tahun1993 telah dibentuk sebuah KomisiNasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).
Persatuan Indonesia, bukan sajaperlu dipahami sebagai konfirmasiterhadap semangat Hari KebangkitanNasional 1908, Sumpah Pemuda 1928,dan Proklamasi Kemerdekaan 1945,tetapi juga sebagai formulasi darisemangat kebangsaan (nasionalisme),yang ingin membangun masa depanbersama dalam suatu negara, apapunbentuk serta sistem pemerintahannya.Indonesia pernah menguji coba bentuknegara kesatuan atau bentuk negarafederal, sistem pemerintahanpresidensial atau sistem pemerintahanparlementer, tatanan yang amatsentralistik atau tatanan yang sangatdidesentralisasikan.  Bentuk kerajaanserta sistem pemerintahan feodalististelah ditolak oleh para Pendiri Negarasejak taraf yang paling awal.  Dewasa inidisepakati bahwa bentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia tidak dapatdiubah lagi.Dalam hubungan dengankemajemukan rakyat Indonesia, padatahun 1950-an, Republik Indonesia telahmemilih sesanti “Bhinneka Tunggal Ikadalam Lambang Negara, suatu penggalandari kalimat yang berasal dari selokaMpu Prapanca dalam karangannyaSutasoma yang artinya: walau berbeda-beda namun tetap satu jua. Frasa inisekarang tercantum dalam Pasal 36AUndang-Undang Dasar 1945, yang perludikaitkan dengan keberadaan 1.072 etnikdi Indonesia, menurut Sensus Tahun2000 (Suryadinata, 2003). Secara
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implisit, pengakuan terhadapkemajemukan etnik, agama, serta ras inijuga berarti pengakuan terhadapdemikian banyak masyarakat hukumadat (adatrechts gemeenschap,indigenous peoples) serta haknya atastanah ulayat, yang tercantum dalamPasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 6Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan jelasmerujuk pada proses dan mekanismepengambilan keputusan di dalam negara,yang bersifat demokratis. Asumsi palingdasar dari sila ini adalah bahwa sebagaikekuasaan tertinggi di dalam negara,kedaulatan adalah milik seluruh RakyatIndonesia, yang dimanifestasikan dalampemilihan umum berkala. Mereka yangmendapatkan kepercayaan para pemilihdalam pemilihan umum tersebutberperan sebagai pemegang amanah(trustee) dari seluruh rakyat, yang harusmelaksanakan amanah tersebut sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya sesuaidengan sumpah jabatan yangdiucapkannya.  Dalam instrumen hukuminternasional serta hukum nasional hakasasi manusia, hak rakyat untuk turutserta dalam pemerintahan ini dijamindalam hak sipil dan hak politik, yangpokok-pokoknya tercantum dalam TheInternational Covenant on Civil andPolitical Rights (1966) yang telahdiratifikasi sebagai Undang-undangNomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Sipildan Politik, dengan catatan bahwaRepublik Indonesia mengadakanreservasi terhadap hak menentukannasib sendiri yang tercantum dalam

Pasal 1 Kovenan tersebut, yang bisadisalahartikan sebagai hak untukmemisahkan diri dari RepublikIndonesia.
Keadilan Sosial bagi Seluruh

Rakyat Indonesia apapun makna filsafatiyang terkandung dalam frasa ini jelasmerupakan tujuan yang harus dicapaiserta benchmark untuk mengukurkeberhasilan atau kegagalan kinerjaseluruh aparatur penyelenggara negarayang dipimpin oleh Presiden, baiksebagai Kepala Negara maupun sebagaiKepala Pemerintahan, baik di tingkatpusat maupun di tingkat daerah, baikoleh cabang legislatif, eksekutif, atauyudikatif. Dalam hukum internasionaldan hukum nasional hak asasi manusia,hak rakyat untuk memperoleh keadilansosial ini tercantum dalam hak ekonomi,sosial, dan budaya, yang pokok-pokoknyatercantum dalam The InternationalCovenant on Economic, Social, andCultural Rights (1966), yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam The UNDeclaration on the Rights toDevelopment (1986), Limburg Principleson the Implementation of Economic,Social, and Cultural Rights (1986), danThe Maastrich Guidelines on theViolations of Economic, Social, andCultural Rights (1997).
Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraanmemiliki visi, misi, tujuan, dan ruanglingkup serta isi. Visi PendidikanKewarganegaraan adalah terwujudnyasarana pembinaan watak bangsa (nation
and character building) danpemberdayaan warga negara. Adapunmisinya  adalah membentuk warganegara yang baik, yakni warga negara
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yang sanggup melaksanakan hak dankewajibannya dalam kehidupanberbangsa dan bernegara, sesuai denganUndang-Undang Dasar 1945.UdinWinataputra (2008)mengkaji bahwa rumusan tujuantersebut sejalan dengan aspek-aspekkompetensi yang hendak dikembangkandalam pembelajaran PendidikanKewarganegaraan. Aspek-aspekkompetensi tersebut mencakuppengetahuan kewarganegaraan (civicknowledge), keterampilankewarganegaraan (civic skills), danwatak atau karakter kewarganegaraan(civic dispositions). Hal tersebut analogdengan konsep Benjamin S. Bloomtentang pengembangan kemampuanyang mencakup ranah kognitif,psikomotor, dan afektif.Aspek kompetensi pengetahuankewarganegaraan (civic knowledge)menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dariberbagai teori atau konsep politik,hukum dan moral.(Suwarma, 2000)Dengan demikian, mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraanmerupakan bidang kajian multidisipliner.Secara lebih terperinci, materipengetahuan kewarganegaraan meliputipengetahuan tentang hak dan tanggungjawab warga negara, hak asasi manusia.prinsip-prinsip dan proses demokrasi,lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional,pemerintahan berdasar hukum (rule oflaw) dan peradilan yang bebas dan tidakmemihak, konstitusi, serta nilai-nilai dannorma-norma dalam masyarakat.Keterampilan kewarganegaraan(civic skills) meliputi keterampilanintelektual (intellectual skills) dan

keterampilan berpartisipasi(participatory skills) dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Contohketerampilan intelektual adalahketerampilan dalam merespon berbagaipersoalan politik, misalnya merancangdialog dengan DPRD. Contohketerampilan berpartisipasi adalahketerampilan menggunakan hak dankewajibannya di bidang hukum, misalnyasegera melapor kepada polisi atasterjadinya kejahatan yang diketahui.Watak/ karakterkewarganegaraan (civic dispositions)sesungguhnya merupakan dimensi yangpaling substantif dan esensial dalammata pelajaran PendidikanKewarganegaraan. Dimensi watak/karakter kewarganegaraan dapatdipandang sebagai “muara” daripengembangan kedua dimensisebelumnya. Dengan memperhatikanvisi, misi, dan tujuan mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraan.karakteristik mata pelajaran ini ditandaidengan penekanan pada dimensi watak,karakter, sikap dan potensi lain yangbersifat afektif. Dengan demikian,seorang warga negara pertama-tamaperlu memiliki pengetahuankewarganegaraan yang baik, terutamapengetahuan di bidang politik, hukum,dan moral dalam kehidupan berbangsadan bernegara. Selanjutnya seorangwarga negara diharapkan memilikiketerampilan secara intelektual maupunsecara partisipatif dalam kehidupanberbangsa dan negara. Pada akhirnya,pengetahuan dan keterampilannya ituakan membentuk suatu watak ataukarakter yang mapan, sehingga menjadisikap dan kebiasaan hidup sehari-hari.Watak, karakter, sikap atau kebiasaan
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hidup sehari-hari yang mencerminkanwarga negara yang baik itu misalnyasikap religius, toleran. jujur, adil,demokratis, menghargai perbedaan,menghormati hukum, menghormati hakorang lain, memiliki semangatkebangsaan yang kuat, memiliki rasakesetiakawanan sosial (Winarno, 2006).Kapasitas dan kemampuankewarganegaraan itu meliputi CivicKnowledge, Civic Skill, dan Civic Virtue(1998:5) dan menurut Pusat KurikulumBalitbang Depdiknas disebut denganCivic Knowledge, Civic Skill yang terdiriIntelectual Skill dan Participatory Skill,dan Civic Disposition (Puskur, 2006: 2).
Teori yang terkait dengan
Pengembangan PancasilaTeori penjenjangan normahukum ini berasal dari Hans Kelsendalam bukunya Pure Theory of Law(University of California Press, 1978)yang telah diterjemahkan dalam bukuberjudul “Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”, PenerbitNusa Media, Bandung, 2008. Dalam bukutersebut Hans Kelsen mengemukakantiga ajarannya yaitu 1) Ajaran HukumMurni, 2) Ajaran tentang Grundnorm,dan 3) Ajaran tentang Stufentheorie.(Winarno, 2011: 30) Teori penjenjangannorma menurut Hans Kelsen inimenggambarkan bahwa norma itubersifat hierarkhi, sehingga norma yangpaling atas menjadi sumber pokok baginorma-norma yang ada di bawahnya.Apabila kita perhatikan, Pancasilamerupakan norma tertinggi di Indonesiasehingga nilai-nilai Pancasila merupakan
core bagi peyelenggaraan ketatanegaraandi Indonesia.

Teori struktural fungsional ataufungsionalisme strukturalmengansumsikan bahwa masyarakatmerupakan sebuah sistem sosial  yangterdiri dari berbagai bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan salingmenyatu dalam keseimbangan (GeorgeRitzer, 1992: 25). Bagian-bagian tersebutberfungsi dalam segala kegiatan yangdapat meningkatkan kelangsungan hidupdari sistem. Fokus utama dari berbagaipemikir teori fungsionalisme adalahuntuk mendefinisikan kegiatan yangdibutuhkan untuk menjaga kelangsunganhidup sistem sosial. Terdapat beberapabagian dari sistem sosial yang perludijadikan fokus perhatian, antara lain ;faktor individu, proses sosialisasi, sistemekonomi, pembagian kerja dan nilai ataunorma yang berlaku. Fungsionalismestruktural memandang masyarakatsebagai suatu sistem. Sistem ialahorganisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung.Ilustrasinya bisa dilihat dari sistemlistrik, sistem pernapasan, atau sistemsosial. Seperti layaknya sebuah sistem,maka struktur yang terdapat dimasyarakat akan memiliki kemungkinanuntuk selalu dapat berubah. Karenasistem cenderung ke arah keseimbanganmaka perubahan tersebut selalumerupakan proses yang terjadi secaraperlahan hingga mencapai posisi yangseimbang dan hal itu akan terus berjalanseiring dengan perkembangankehidupan manusia Sebuah sistemterdiri dari beberapa bagian atausubsistem yang saling berhubungan.(Winarno, 2011: 49) Teori Strukturfungsional memberikan sebuahpemahaman bahwa dalam struktur ituterdapat komponen-komponen yang
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saling mendukung. Jika kita analogikanterhadap negara maka setiap negaramemiliki struktur dan komponen yangsaling berpengaruh. Negara memilikiunsur-unsur antara lain rakyat/warganegara, wilayah dan pemerintahan.Untuk itu, mendukung ketiga komponentersebut harus terdapat nilai-nilai yangmendukung, sehingga perlu sebuah nilai-nilai dasar yang menjadi kesepakatanbersama dalam rangka menguatkaneksistensi negara tersebut. Berdasarkanhal tersebut, Pancasila merupakan nilai-nilai yang tepat bagi bangsa Indonesiasebagai dasar bersama dalam rangkamendukung eksistesi negara.Teori kewarganegaraankomunitarian merupakan salah satu dariteori kewarganegaraan yang dikenal saatini. Ronald Beiner dalam buku Theorizing
Citizenship (1995:13-14) mengemukakanadanya 3 (tiga) perspektif teorikewarganegaraan yaitu liberal,
communitarian, dan republican.  DerekHeater dalam bukunya A Brief History of
Citizenship (2004: 5) menyatakan bahwaberdasar sejarah perkembangannya,teori kewarganegaraan dibedakan antaratradisi republikan (the civic republican
tradition) and tradisi liberal (liberal
tradition). Sementara itu Herman VanGunsteren dalam (Sapriya, 2006:258)mengemukakan ada 3 (tiga) teori dasarkewarganegaraan yang berkembang danmenjadi kajian ilmiah yaitu liberalisme,komunitarianisme dan republikanisme.(Winarno, 2011: 52). Teorikewarganegaraan komunitarianmemandang bahwa rakyat menjadi fakorpenting dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegar.Hal ini menunjukkan bahwa Pancasilayang berorientasi pada nilai-nilai

kepribadian bangsa sejalan dengandengan teori dasar kewarganegaraantersebut.Tiga teori tersebut merupakandasar bagi pengembangan Pancasila.Untuk itu perlu sebuah postulat baru dariteori tersebut dalam rangka penguatannilai-nilai Pancasila dalam PendidikanKewarganegaraan yang tetapberorientasi civic knowledge, civicdisposition, dan civic skill.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil PenelitianPenelitian ini kami awali denganmengkaji dokumen terkait kebijakanPendidikan Kewarganegaraan diperguruan tinggi. Dokumen tersebutantara lain :
1. UUD 1945

 Pembukaan UUD 1945, Aleniakeempat yang memuat tujuannasional Indonesia, yaitu :
 Melindungi segenap tumpahdarah Indonesia
 Memajukan kesejahteraanumum
 Mencerdaskan kehidupanbangsa
 Ikut melaksanakan ketertibandunia dan perdamaian abadi

 Pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4
2. UU No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan NasionalPasal 37 ayat 2 yaitu :Kurikulum pendidikan tinggi wajibmemuat:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan; danc. bahasa.
3. UU No. 12  tahun 2012
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Pasal 351. Kurikulum pendidikan tinggimerupakan seperangkat rencanadan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan ajar serta cara yangdigunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatanpembelajaran untuk mencapaitujuan Pendidikan Tinggi.2. Kurikulum Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembangkan oleh setiapPerguruan Tinggi denganmengacu pada Standar NasionalPendidikan Tinggi untuk setiapProgram Studi yang mencakuppengembangan kecerdasanintelektual, akhlak mulia, danketerampilan.3. Kurikulum Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memuat mata
kuliah:
a. agama;
b. Pancasila;
c. kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia.4. Kurikulum Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui kegiatankurikuler, kokurikuler, danekstrakurikuler.5. Mata kuliah sebagaimanadimaksud pada ayat (3)dilaksanakan untuk programsarjana dan program diploma.

4. SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006Rambu-Rambu Pelaksanaan MataKuliah Pegembang Kepribadian  diperguruan Tinggi khususnya BahanKajian PKn meliputi  FisafatPancasila, Identitas Nasional, Hak dan

Kewajiban Warga Negara, Negara danKonstitusi, Demokrasi Indonesia,HAM dan Rule Of Law, GeopolitikIndonesia, Geostrategi Indonesia
5. SE Dirjen Dikti No.06/D/I/2010PKn di PT di dalamnya harus memuatPendidikan Anti KorupsiTerkait dengan muatan PKn diperguruan tinggi masih untuk sementaraini masih taraf pengkajian kembali ditingkat Dikti belum ada keputusan final,untuk itu perguruan tinggi masihmenggunkan muatan yang lama yang adadi SK No. 43/Dikti/Kep/2006. UntukMKU UNS melakukan perubahansubtansi kajian dalam PKn dengandiberlakukannya kembali PendidikanPancasila di Perguruan Tinggi. HasilPembahasan di MKU UNS sebagai berikut:
Subtansi Kajian PKn:1. Identitas Nasionala. Karakteristik identitas nasionalb. Proses Berbangsa dan Bernegara2. Hak dan Kewajiban Warga Negaraa. Warga Negara Indonesiab. Hak dan kewajiban Warga NegaraIndonesia3. Negara dan Konstitusia. Sistem Konstitusib. Ssistem Politik danketatanegaraan4. Demokrasi Indonesiaa. Konsep dan prinsip demokrasib. Demokrasi dan pendidikandemokrasi5. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Lawa. Hak Asasi Manusiab. Rule Of Law6. Geopolitik Indonesiaa. Wilayah sebagai Ruang Lingkupb. Otonomi Daerah7. Geostrategi Indonesia
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a. Konsep Asta Gatrab. Indonesia dan Perdamaian Dunia
Subtansi Kajian Pendidikan Pancasila
:1. Pancasila dalam Konteks SejarahPerjuangan Bangs Indonesiaa. Profil Masyrakat Indonesiab. Terbentuknya Bangsa Indonesiac. Situasi Historis Politik MenjelangLahirnya Pancasilad. Dimensi Imperatif Pancasilae. Proses Formulasi Final Pancasilaf. Memaknai Nilai-Nilai SejarahPerjuangan Bangsa Indonesia2. Pancasila sebagai Sistem Filsafata. Pengertian filsafatb. Pancasila sebagai Sistem filsafatc. Konsep Dasar Filsafat pancasilad. Landasan Filsafat Pancasilae. Implementasi nilai-nilai FilsafatPancasila3. Pancasila sebagai Sistem Etikaa. Pengertian dan Ruang lingkupEtikab. Kedudukan Pancasila sebagaiSistem Etikac. Nilai-nilai Pancasila sebagaisumber :1). Politik2). Ekonomi3). Sosial Kemasyarakatan4). Hukumd. Pemikiran Kritis pengembanganPancasila sebagai Sistem Etika4. Pancasila sebagai Ideologi Nasionala. Pengertian dan sejarah Ideologib. Pemahaman Ideologi-IdeologiDuniac. Pancasila sebagai IdeologiTerbukad. Gagasan Kritis PengembanganIdeologi Terbuka

5. Pancasila dalam SistemKetatanegaraan Indonesiaa. Kedudukan dan fungsi Pancasiladalam Sistem KetatanegaraanIndonesiab. Perwujudan Nilai-Nilai DasarPancasila dalam UUD 1945c. Dinamika Implementasi UUD1945d. Gerakan Reformasi 1998 danAmandemen UUD 1945e. Makna Sistemik Pancasila dalamSistem Ketatanegaraan Indonesia6. Pancasila sebagai ParadigmaPembangunan di Era Globalisasia. Pengertian Paradigmab. Pancasila sebagai paradigmPembangunan Negara Bangsac. Fenomena Globalisasi dandampak yang ditimbulkand. Tantangan globalisasi bagi bangsaIndonesia kini dan masa depane. Formulasi Paradigmapembangunan Indonesia di eraglobalisasif. Pendidikan Moral Pancasila dankebangsaan sebagai antisipasiglobalisasi ideology dan culturalg. Pemikiran Kritis pengembanganPancasila sebagai Paradigmapembangunan di masa depanHasil data terkait dengan potensiancaman terhadap implementasiPancasila dalam kehidupan bedasarkankuesioner yang kami sampaikan kepadamahasiswa. menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila di Indonesia sekarang inimengalami sebuah distorsi sehingga jelassekali ada potensi ancaman terhadapnilai-nilai Pancasila tersebut. Selainmelalui pandangan beberapa dosen PKnyang kami jadikan informan, merekamenjelaskan bahwa ancaman terhadap
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Pancasila itu muncul dari dalam maupunluar, secara internal maupun eksternal.Hasil data terkait pembelajaranPKn di PT kami kumpulkan melaluiobservasi dikelas dan kajian dokumenterkait dengan pembelajaran. Indikator-indikator observasi dan kajian dokumenterkait yang sudah kami tentukan yaitu :1. Observasi Kesiapan MengajarBeberapa hal yang dilihat dan dicatat:a. Perangkat Pembelajaran Dosen: Silabus dan RPPb. Bahan Materi Pembelajaran2. Observasi Kelasa. Proses Pembelajaran yangdilakukan Dosen : Persiapan, Inti,Penutup, Evaluasib. Keterampilan Dosen dalamMengajarkan Mata Kuliah PKn :
 Delapan ketrampilan dasarmengajar
 Pengembanganpembelajaran yangberorientasi pada civic

knowledge, civic disposition,dan civic skill.Data yang kami peroleh dengan indikatortersebut menunjukkan bahwakecenderungan kearah penguatan nilai-nilai Pancasilanya masih kurang haltersebut kami temuakan dilapangan baikdari materi maupun prosespembelajarannya belum ada yangmenyampaikan subtasi kajian PKn yangmengaitkan sampai kearah filosofisPancasila.Sedangkan data-data terkaitdengan masalah pembelajaran PKn kamigali melalui observasi dan wawancaradengan dosen pengajar PKn. Data yangkami peroleh menunjukkan penguatannilai-nilai Pancasila sebagai core-PKnperlu dikembangkan dalam materi PKn,

Pembelajaran tentang civic knowledgelebih dominan, strategi pembelajaranPKn yang kurang dirancang dengan baik,PKn belum dapat dipahami sebagai suatumata pelajaran atau mata kuliah yangsangat penting oleh siswa maupunmahasiswa.
PembahasanDari data kebijakan PKn di PT jikadi cermati secara filosofis maka PKn yangdikembangkan dapat kita perhatikan darimuatan isinya, pesan core-PKn(Pancasila) dalam PKn belum begitutampak. Berikut analisis dari subtansikajian PKn  di PT :
Subtansi Kajian PKn:1. Identitas Nasional (Belum ada sub

pembahasana identitas nasional
secara filosofis Pancasila)a. Karakteristik identitas nasionalb. Proses Berbangsa dan Bernegara2. Hak dan Kewajiban Warga Negara(Belum ada sub pembahasana Hak
dan Kewajiban WN secara filosofis
Pancasila)a. Warga Negara Indonesiab. Hak dan kewajiban Warga NegaraIndonesia3. Negara dan Konstitusi (Belum ada sub
pembahasana Negara dan Konstitusi
secara filosofis Pancasila)a. Sistem Konstitusib. Sistem Politik dan ketatanegaraan4. Demokrasi Indonesia (Belum ada sub
pembahasana Demokrasi Indonesia
secara filosofis Pancasila)a. Konsep dan prinsip demokrasib. Demokrasi dan pendidikandemokrasi5. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law(Belum ada sub pembahasan Hak
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Asasi Manusia dan Rule Of Law secara
filosofis Pancasila)a. Hak Asasi Manusiab. Rule Of Law6. Geopolitik Indonesia  (Belum ada sub
pembahasan geopolitik Indonesia
secara filosofis Pancasila)a. Wilayah sebagai Ruang Lingkupb. Otonomi Daerah7. Geostrategi Indonesia (Belum ada sub
pembahasan geostrategi Indonesia
secara filosofis Pancasila)a. Konsep Asta Gatrab. Indonesia dan Perdamaian DuniaHal tersebut menunjukkkanbahwa core-PKn kurang tampak dalamPKn untuk itu perlu diberikan muatansub pembahasan yang dijiwai denganfilosofis nilai-nilai Pancasila.Perlunya nilai-nilai Pancasila dikuatkan dalam PKn didukung dengandata-data dilapangan terkait potensiancaman terhadap nilai-nilai Pancasiladalam Kehidupan, pembelajaran PKnyang dilakukan, dan masalah-masalahpembelajaran PKn. Dari data yang kamidapat dilapangan kemudian reduksi dananalisis.Data tersebut menunjukkanbahwa potensi ancaman terhadapimplementasi nilai-nilai Pancasilamemang terjadi dengan bentukbermacam-macam baik pengaruh darifaktor dalam maupun faktor luar. Berasaldari dalam yang bersifatprimordial(suku, ras, agama), berasaldari luar dengan adanya perkembanganglobalisasi, adanya faktor internal dalamaksiologis mengimplentasikan nilai-nilaiPancasila, adanya faktor eksternalideologi barat secara langsung maupuntidak langsung yang berpengaruhterhadap kehidupan bangsa.

Data terkait dengan pembelajaranPKn, hasil observasi dan kajian dokumenmenunjukkan bahwa dari segi metodemaupun model pembelajaran yangdikembangkan sudah inovatif tetapi sisikelemahan yang muncul yaitu dalam halsubtansi kajian PKn yang masih belummengaitkan dengan nilai-nilai Pancasilasecara filosofis.Data masalah-masalahpembelajaran yang kami temukandilapangan menunjukkan bahwa perluadanya penguatan nilai-nilai Pancasiladalam PKn sehingga melalui prosesmengembangkan muatan PKn yangdijiwai nilia-nilai Pancasila secarafilosofis maka mahasiswa akanterinternalisasi nilai-nilai Pancasilatersebut dalam diri mereka sehinggaberpengaruh dalam pembentukan civic
disposition maupun civic skill.Berdasarkan hasil analisis datadiatas maka kami dapat merancangStrategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasiladalam Mata Kuliah PKn melalui inovasi
muatan isi (content) sebagai berikut :
Subtansi Kajian PKn di PT :
1. Paradigma PKn di PT dalam Perspektif

Pancasila2. Identitas Nasionala. Karakteristik identitas nasionalb. Proses Berbangsa dan Bernegara
c. Indentitas Nasional dalam konteks

Filosofis Pancasila3. Hak dan Kewajiban Warga Negaraa. Warga Negara Indonesiab. Hak dan kewajiban Warga NegaraIndonesia
c. Hak dan Kewajiban Warga Negara

dalam konteks Filosofis Pancasila4. Negara dan Konstitusia. Sistem Konstitusi
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b. Ssistem Politik danketatanegaraanc. Negara dan Konstitusi dalam
konteks Filosofis Pancasila5. Demokrasi Indonesiaa. Konsep dan prinsip demokrasib. Demokrasi dan pendidikandemokrasi

c. Demokrasi Indonesia dalam
konteks Filosofis Pancasila6. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Lawa. Hak Asasi Manusiab. Rule Of Law

c. Hak Asasi Manusia dan Rule Of
Law dalam konteks Filosofis
Pancasila7. Geopolitik Indonesiaa. Wilayah sebagai Ruang Lingkupb. Otonomi Daerah

c. Geopolitik Indonesia dalam
konteks Filosofis Pancasila8. Geostrategi Indonesiaa. Konsep Asta Gatrab. Indonesia dan Perdamaian Duniac. Geostrategi Indonesia dalam
konteks Filosofis Pancasila

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan1) Adanya potensi tantangan atauancaman implementasi nilai-nilaiPancasila dalam kehidupan berasal daridalam yang bersifat primordial(suku, ras,agama),berasal dari luar dengan adanyaperkembangan globalisasi, adanya faktorinternal dalam aksiologismengplimentasikan nilai-nilai Pancasila,adanya faktor eksternal ideologi baratsecara langsung maupun tidak langsungyang berpengaruh terhadap kehidupanbangsa. 2) Strategi penguatan nilai-nilaiPancasila dalam mata kuliah PendidikanKewarganegaraan di perguruan tinggi

berupa pembaharuan muatan isi(content) PKn yaitu dengan menguatkan
core-PKn pada setiap subtansi kajian,sehingga dalam pengembangannyasetiap subtansi kajian dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara filosofis. 3) Bentukinovasi atau pembaharuan untukmenguatkan nilai-nilai Pancasila dalamPKn berupa pengembangan lebih lanjutdari strategi penguatan nilai-nilaiPancasila dalam mata kuliah PendidikanKewarganegaraan dalam bentuk produkbuku yang subtansinya dijiwai nilai-nilaiPancasila sebagai core-nya PKn.
Saran1. Pancasila yang menjadi core-PKndikembangkan dalam pembelajaranPKn oleh setiap dosen
2. Pembelajaran dilakukan denganberorientasi tiga kompetensi PKnyaitu civic knowledge, civic dispositon,

dan civic skill3. Pengembangan buku ajar yangberorientasi rumusan inovasi yangdihasilkan sebagai tindak lanjut daripenelitian ini.
DAFTAR PUSTAKAAbdul Kadir. 2007. Politik Ideologi.Yogyakarta : UGMAchmad Kosasih Djahiri. (1988). StrategiPembelajaran IPS/PKN.Bandung: IKIP BandungAgus Wahyudi. 2008. Ideologi Pancasila :

Doktrin yang Komprehensif
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